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Transaksi online dewasa ini menjadi model bisnis baru yang kian hari kian di gandrungi 
oleh masyarakat Indonesia. Dukungan internet yang membuat pola bisnis ini kian di 
gandrungi karena alasan kemudahan yang di tawarkan. Marketplace ataupun situs jual 
beli online menjadi primadona baru yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja. 
Salah satu situs jual beli online yang menawarkan tersebut adalah 
Bukalapak.com.Namun perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi ekonomi 
dengan model baru ini masih minim. Belum terdapat perlindungan hukum secara 
menyeluruh sesuai dengan peraturan tentang perlindungan konsumen yaitu UU No. 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen menjadi pihak terlemah 
apabila terjadi permasalahan karena model yang di bangun mengandung klausula baku 
di dalamnya. Oleh sebab itu maka perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi 
jual beli online perlu di perhatikan. 
 
Kata Kunci: e-commerce, Jual beli, Perlindungan Konsumen, Internet 
 
Abstract 
Online transactions today become a new business model that is increasingly in love with 
the people of Indonesia. Internet support that makes this business pattern more populer 
cause reasons for convenience on offer. Market place or online buying and selling site 
to be a new belle that offers convenience in shopping. One of the online selling sites 
that offer such is Bukalapak.com. However protection to consumers in economic 
transactions with this new model is still minimal. There is no comprehensive legal 
protection in accordance with the regulations on consumer protection, namely Law no. 8 
of 1999 on Consumer Protection. Consumers become the weakest party in case of 
problems because the built model contains a standard clause in it. Therefore, the 
protection of consumers in online buying and selling transactions need to be noticed. 
 




Adanya internet memberikan begitu  besar akses dalam kehidupan. Dengan 
adanya internet memberikan begitu banyak manfaat. Keberadaan internet bisa 
mempermudah atau mempercepat suatu pekerjaan.
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 Tidak hanya itu saja, kegiatan 
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bsite%3A%20Web%20Personal%2C%20Organisasi%20dan%20Komersil&f=false, diakses pada 30 
Februari 2017 pukul 19:15 WIB 
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teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, 
dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data, dimanfaatkan untuk kegiatan 




Transaksi ekonomi kini telah di padukan dengan teknologi internet yang 
kemudian sering di sebut e-commerce. E-commerce atau transaksi elektronik 
sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 1 angka 2. E-
commerce merupakan model bisnis modern yang non-face (tidak menghadirkan 
pelaku bisnis secara fisik) dan non-sign(tidak memakai tanda tangan asli).
3
  Tentu 
saja dengan model bisnis ini di katakan lebih praktis dan lebih mudah. Praktis  
Kondisi itu menyebabkan jarak bukan lagi menjadi hambatan dalam dunia bisnis.
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Sehingga para pelaku usaha dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara 
langsung.  
Model transaksi elektronik atau e-commerce pada dasarnya sama dengan 
model transaksi secara konvensional.. Namun bedanya dalam transaksi elektronik 
perjanjian dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer yang 
terhubung dengan jaringan internet yang kemudian disebut sebagai perjanjian 
elektronik atau kontrak elektronik. Model transaksi elektronik yang menggunakan 
perjanjian elektronik atau kontrak elektronik juga memuat beberapa unsur yang 
harus dipenuhi didalamnya. Unsur dalam perjanjian elektronik diatur dalam pasal 48 
ayat (3)  Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraaan 
Sistem dan Transaksi elektronik Unsur-unsur diatas tujuannya jelas untuk 
memberikan kepastian hukum sebagai salah satu perlindungan hukum dalam 
transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan 
para pelaku usaha sering menggunakan perjanjian baku dalam bertransaksi. 
Penggunakan klausul baku sendiri dalam peraturan undang-undang di syaratkan 
sangat ketat. Pasal 48 ayat (3) PP No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan 
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Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan sebagaimana dimaksud diatas  dalam 
hal perlindungan konsumen merujuk terhadap pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan Konsumen Peraturan diatas bertujuan untuk melindungi hak-
hak konsumen terhadap perjanjian baku yang di buat oleh para pelaku usaha dimana 
konsumen dalam perjanjian ini menjadi pihak yang paling lemah. Hak-hak 
konsumen diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen  
Meskipun telah diatur sedemikian rupa untuk melindungi hak-hak konsumen 
namun penggunaan perjanjian baku dalam transaksi elektronik tetap memiliki resiko 
kerugian terbesar yang berada di tangan konsumen. Perjanjian baku menurut Kelik 
wardiono adalah suatu perjanjian isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak 
yang pada umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat, yang 
diperuntukkan bagi setiap orang yang melibatkan diri dalam perjanjian sejenis itu, 
tanpa memperhatikan perbedaan kondisi antara orang yang satu dengan yang 
lainnya.
5
 Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa penggunaan perjanjian baku 
dalam sebuah transaksi e-commerce akan mempersempit ruang tawar konsumen.  
Perjanjian baku juga memberikan sebuah persyaratan yang di rumuskan secara 
sepihak oleh pihak yang lebih kuat. Dimana pihak yang lebih kuat ini biasanya 
adalah pelaku usaha.  
Praktik transaksi e-commerce banyak menimbulkan permasalahan-
permasalahan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai 
permasalahan hukum dalam melakukan transaksi e-commerce.
6
 Masalah hukum 
yang menyangkut perlindungan hukum terhadap hak- hak konsumen semakin 
mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi e-commerce dengan 
merchant dalam satu negara atau berlainan negara. Di dalam jual beli melalui 
internet, seringkali terjadi kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat 
terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang 
dan pembayaran oleh konsumen.
7
 Hal tersebutlah yang membuat  
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Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah konstruksi 
hukum perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di 
situs jual beli online Bukalapak.com serta bagaimanakah bentuk perlindungan 
hukum dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan hukum perjanjian 
dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online 
Bukalapak.com dan (2) untuk mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum 
terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online 
Bukalapak.com. 
Manfaat penelitian ini adalah (1) melalui penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai penelitian awal yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian 
selanjutnya. Selain hal itu diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 
pada khasanah ilmu hukum umumnya, dan terhadap hukum perlindungan konsumen 
khususnya dan (2) melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 
pengetahuan dan pemahaman bagi penulis, serta sebagai tugas akhir yang menjadi 




Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doktrinal yang 
bersifat normatif karena dalam penelitian ini hukum di konsepsikan sebagai norma-
norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang 
berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari 
lembaga-lembaga yang lainnya, yang ada di masyarakat.
8
 
Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan 
menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu  pembahasan yang dilakukan 
dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan 
diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu 
hukum yang ada. 
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Pembahasan pada tahap awal dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi 
terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang 
menjadi objek kajian.  
Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa 
pendiskusian, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan 
berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diiventarisir, sehingga pada 
tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Kontruksi Hukum Perjanjian dalam Transaksi Ekonomi yang Dilakukan 
Secara E-Commerce di Situs Jual Beli Online Bukalapak.com 
3.1.1 Subjek Hukum dalam transaksi ekonomi yang dilakukan secara e-
commerce di situs jual beli online Bukalapak.com 
Subjek hukum yang berada di Bukalapak dapat dikatakan tidak bertentangan 
dengan pasal 1457 KUH Perdata dan pasal 1320 KUH Perdata serta pasal 1330 
KUH Perdata. Pasal 1457 KUH Perdata memberikan penjelasan bahwa subjek 
hukum ada dua yaitu pihak yang menyerahkan barang disebut penjual dan pihak 
yang menyerahkan uang disebut pembeli dan di Bukalapak terdapat pula penjual 
atau pelapak dan pembeli 
3.1.2 Objek Hukum Perjanjian dalam transaksi ekonomi yang dilakukan 
secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com 
 Objek dari suatu perjanjian adalah prestasi begitulah kata yahya harahap. 
Dalam pasal 1234 KUH Perdata di jelaskan bahwa objek dari suatu perjanjian 
adalah suatu prestasi, Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : 
“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. “. 
 
Pasal 1320 KUH Perdata juga mensyaratkan yang di maksud dengan objek/ 
prestasi haruslah suatu hal tertentu. 
Dalam perjanjian jual beli dikatakan bahwa yang menjadi objek perjanjian 
adalah sautu barang dan harga. Hal tersebut diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata 
yang berbunyi : 
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“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu 
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang 
lain untuk membayar harga yang dijanjikan.” 
 
Objek hukum dalam perjanjian jual beli online di situs Bukalapak.com yaitu 
adalah barang yang dijual oleh pelapak di situs Bukalapak.com. Barang yang di 
perjual belikan dapat dilihat didalam aturan penggunaan Bukalapak.com, yang 
tercantum dalam informasi umum point ke 4, yang berbunyi : 
“Barang-barang yang dapat diperdagangkan di Bukalapak merupakan 
barang yang tidak tercantum di daftar “Barang Terlarang” 
 
Daftar barang terlarang yang dimaksud diatas tercantum dalam aturan 
penggunaan Bukalapak.com, pada bab barang terlarang . Perjanjian secara umum 
memiliki objek berupa prestasi seperti yang telah dikemukan oleh M.Yahya 
Harahap dan juga yang telah tercantum dalam pasal 1234 KUH Perdata. Secara 
khusus dalam perjanjian jual beli yang di maksud dengan prestasi adalah barang dan 
harga. Sedang di dalam peraturan yang terdapat di Bukalapak secara terperinci dan 
garis besar yang di maksud objek perjanjian adalah hanya barang-barang yang telah 
disebutkan diatas. 
Objek dalam perjanjian jual beli secara online pada situs jual beli onlien 
Bukalapak.com adalah suatu barang yang tertuang dalam aturan penggunaan dimana 
aturan ini sesuai dengan apa yang di maskudkan oleh M. Yahya Harahap, pasal 1234 
KUH Perdata dan secara khusus sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 1457 
KUH Perdata. Tidak terdapat suatu pertentangan antara aturan penggunaan yang 
berada di Bukalapak dengan Pendapat Hukum dan peraturan perundang-undangan.   
3.1.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam transaksi ekonomi yang 
dilakukan secara e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com\ 
3.1.3.1 Hak dan Kewajiban Pelapak 
Hak pelapak di Bukalapak dalam sistem transaksi online tentu saja hak 
utamanya adalah menerima uang hasil penjualan barang yang telah ia jual. 
Ketentuan tersebut diatur dalam bab transaksi pada aturan penggunaan Bukalapak 
yaitu pada : Angka 16 , Angka 17, Kewajiban Pelapak. 
Kewajiban pelapak dalam perjanjian  jual beli terdapat dalam aturan 
penggunaan di situs Bukalapak.com yaitu : Tercantum dalam bab jual beli 
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diantaranya adalah sebagai berikut : Angka 15. Terdapat pula dalam bab transaksi 
antara lain yaitu: Angka 5, Angka 7. 
3.1.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen 
Hak konsumen dalam perjanjian jual beli online di Bukalapak adalah 
menerima hak atas barang yang dijanjikan, adapun perpindahan tersebut terjadi 
setelah pembeli menekan tombol beli dan telah menerima invoice pembelian barang 
dan telah membayar dan pelapak telah mengirim barang dan memasukkan no resi 
sebagai bukti perpindahan hak atas barang tersbut. Adapun aturannya terdapat 
dalam aturan penggunaan bab transaksi angka 7. 
Kewajiban konsumen dalam bertransaksi secara online di situs marketplace 
Bukalapak telah diatur dalam aturan penggunaan Bukalapak bab transaksi Angka 2. 
Hak dan kewajiban dalam aturan penggunaan Bukalapak tidak melanggar 
ketentuan pasal 1457 KUH Perdata sebagai dasar jual beli di Indonesia. Karena 
telah terpenuhi unsur hak konsumen, kewajiban konsumen, hak penjual dan 
kewajiban penjual. Hak konsumen untuk mendapatkan barang, kewajiban konsumen 
untuk membayarkan harga yang telah disepakati, hak penjual untuk menerima 
pembayaran dan kewajiban penjual untuk memberikan barang kepada pembeli. 
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce 
Di Situs Jual Beli Online Bukalapak.Com 
3.2.1 Hak Konsumen 
Aturan penggunaan Bukalapak dalam hal ini hanya mengatur beberapa aspek 
hak konsumen. Diantaranya aspek pokok yaitu hak konsumen untuk mendapatkan 
prestasinya dan kedua hak konsumen dalam menerima ganti rugi apabila terjadi 
wanprestasi. Sedangkan dalam peraturan peraturan perundang-undangan di 
Indonesia mengatur beberapa aspek tentang hak konsumen  yang diatur dalam pasal 
1480, 1481, 1487, 1488, 1496, 1501, 1502, 1509 KUH Perdata yang mengatur 
beberapa aspek tentang ganti rugi dan pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen.  Yang mengatur delapan aspek tentang hak konsumen 
yaitu : Pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; Kedua, hak untuk memilih barang dan/atau 
jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, 
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dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;  Keempat, hak untuk 
didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; 
Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan konsumen secara patut; Keenam,  hak untuk mendapat 
pembinaan dan pendidikan konsumen;  Ketujuh, hak unduk diperlakukan atau 
dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Kedelapan, hak untuk 
mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan lainnya. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan penggunaan Bukalapak belum dapat 
memenuhi seluruh aspek tentang hak konsumen. Hal ini menjadi sebuah data bahwa 
hak konsumen secara keseluruhan belum di lindungi oleh pihak Bukalapak. 
3.2.2 Kewajiban Pelaku Usaha 
Kewajiban pokok dalam transaksi jual beli dalam hal ini telah diatur dalam 
bab jual barang angka 15 dan diatur pula dalam bab transaksi angka 7  Serta 
kewajiban pelapak dalam memberikan informasi diatur dalam bab jual beli angka 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 13. Dalam aturan Bukalapak hanya mengatur 3 kewajiban 
pelapak yaitu pertama kewajiban untuk menyerahkan barang, kedua kewajiban 
untuk memberikan informasi secara jelas  dan ketiga kewajiban ganti rugi. 
Sedangkan dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengatur tentang 
tiga kewajiban diatas. Pasal 1473 KUH Perdata mengatur tentang kejelasan penjual 
dalam transaksi untuk apa ia mengikatkan diri, pasal 1476 tentang beban biaya 
penyerahan barang oleh penjual meski dapat diatur secara lain. Pasal 1477, 1481, 
1482, 1483 mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan penyerahan barang, 
pasal 1488, 1499, 1508, 1510 KUH Perdata mengatur tentang ganti rugi dan UU No. 
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7 terdapat beberapa indikator 
berkaitan dengan  kewajiban pelaku usaha yaitu huruf a tentang itikad baik, huruf b 
tentang informasi, huruf c tentang pelayanan yang baik terhadap konsumen, huruf d 
tentang jaminan mutu barang, huruf e tentang garansi, huruf f tentang ganti rugi 




Terlihat dalam aturan penggunaan yang ada di Bukalapak berkaitan tentang 
kewajiban pelaku usaha hanya bertitik fokus pada kewajiban penyerahan barang,  
penyampaian informasi secara jelas dan benar serta ganti rugi. Secara tertulis aturan 
penggunaan hanya fokus pada kewajiban pelaku usaha dalam penyerahan barang, 
memberikan informasi secara jelas dan jujur serta ganti rugi. Sedangkan dalam 
peraturan perundang-undangan yaitu pasal 1473, 1476, 1477, 1481, 1482, 1483, 
1488, 1499, 1508, 1510 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
mengatur lebih banyak yaitu tentang itikad baik pelaku usaha, informasi yang jelas 
dan jujur, pelayanan yang baik terhadap kosnumen, jaminan mutu barang, garansi, 
ganti rugi terhadap penggunaan barang, dan ganti rugi karena prestasi. Artinya 
peraturan yang ada di Bukalapak belum secara menyeluruh mengatur kewajiban 
pelaku usaha. 
3.2.3 Wanprestasi dan Akibat Hukumnya 
Wanprestasi dalam peraturan Bukalapak diatur dalam aturan penggunaan 
bab jual barang dan bab transaksi. Pengaturan tentang wanprestasi di Bukalapak 
mengatur tentang akibat hukum dari wanprestasi berupa ganti kerugian yang diatur 
dalam bab jual barang  angka 16, 17, dan 18 serta akibat wanprestasi berupa 
pembatalan perjanjian yang diatur dalam bab transaksi angka 6. Sedang pengaturan 
wanprestasi dalam dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang akibat 
hukum dari wanprestasi yaitu kerugian dalam pasal 1243 KUH Perdata dan pasal 
1480 KUH Perdata. 
Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang wanprestasi di 
Indonesia secara umum diatur dalam KUH Perdata pasal 1238 yang berkaitan 
dengan pengertian wanprestasi dan sebab terjadinya wanprestasi yaitu lalai. Lalai 
yang dimaksud adalah melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak 
sebagaimana dijanjikan., melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, 
melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.. Namun 
dalam aturan penggunaan Bukalapak hanya menyebutkan kelalaian dalam hal tidak 
melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, Berkaitan dengan akibat 
hukumnya Bukalapak mengatur dua akibat hukum yaitu ganti kerugian dan 
pembatalan perjanjian yang diatur dalam aturan penggunaan bab jual barang angka 
16, 17, 18 dan bab transaksi angka 6. 
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Secara keseluruhan beberapa aturan yang diterapkan Bukalapak berkaitan 
dengan wanprestasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Aturan wanprestasi yang diatur Bukalapak dalam bab jual barang secara 
keseluruhan telah mengatur berkaitan dengan wanprestasi. Sebab wanprestasi yang 
timbul akibat tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukan seperti yang 
telah di kemukakan oleh surbekti dan termuat dalam KUH Perdata pasal 1238 telah 
diatur dalam bab jual barang angka 16. Sedangkan berkaitan dengan akibat hukum 
terjadinya wanprestasi telah diatur oleh Bukalapak dalam bab jual barang pasal 16, 
17 dan 18 berkaitan dengan ganti rugi yang telah sesuai dengan pasal 1243 KUH 
Perdata dan bab transaksi angka 6 berkaitan dengan pembatalan perjanjian yang 
telah sesuai dengan pasal 1480 KUH Perdata. 
Berdasarkan fakta diatas dapat kita lihat dalam penerapan aturan berkaitan 
dengan wanprestasi Bukalapak telah menerapkan aturan yang benar. Aturan yang di 
terapkan dalam hal wanprestasi yang telah tercantum dalam bab jual barang angka 
16, 17 dan 18 serta bab transaksi angka 6 telah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yakni pasal 1238 dan akibat hukum ganti rugi pasal 1243 
KUH Perdata dan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian pasal 1480 KUH 
Perdata. Sehingga dapat dikatakan tidak ada pertentangan antara aturan yang ada di 
Bukalapak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3.2.4 Overmacht dan Akibat Hukumnya 
Overmacht di Bukalapak mengatur tentang overmacht antara pelapak/ 
penjual dengan pihak ekspedisi sebagai jasa pengiriman. Resiko yang seharusnya di 
bebankan pada penjual dalam pembuktian beralih kepada pihak ekspedisi. 
Sedangkan dalam pasal 1472 KUH Perdata beban resiko tetap di tanggung. 
Berdasarkan pernyataan diatas dalpat dikatakan bahwa aturan penggunaan 
Bukalapak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Aturan penggunaan dalam bab jual barang angka 19 tidak sesuai dengan pasal 1472 
KUH Perdata. 
Peraturan Bukalapak dalam bab jual barang angka 19 mengatur overmacht 
namun dengan peralihan beban resiko kepada pihak ekspedisi. Sedang dalam pasal 
1472 KUH Perdata mengatur tentang resiko yang timbul apabila terjadi overmacht 
adalah batal apabila barang musnah, atau apabila masih sebagian pembeli dapat 
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meminta barang dengan harga yang disesuaikan. Sehingga sangat jelaslah bahwa 
aturan di Bukalapak dalam mengatur tentang overmacht tidak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 
4. PENUTUP  
Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian dalam transaksi elektronik di 
Bukalapak.com dikonstruksi sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan subjek, 
objek dan hak kewajiban pokok dari para pihak sesuai dengan pasal 1457 KUH 
Perdata dan pendapat M. Yahya Harahap. Perlindungan hukum terhadap konsumen 
dalam transaksi e-commerce di situs jual beli online Bukalapak.com. 
Terdapat perlindungan dalam aspek wanprestasi karena di situs Bukalapak 
terdapat pengaturan tentang retur barang apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan 
oleh Pelaku Usaha yang diatur dalam aturan penggunaan bab jual barang angka 16, 
17 dan 18. Hal ini sesuai dengan Pasal 1238 KUH Perdata dan pendapat Surbekti. 
Tidak terdapat perlindungan dalam aspek  jaminan hak konsumen secara 
menyeluruh karena dalam aturan penggunaan yang mengatur tentang hak 
konsumen hanya mengatur hak pokok konsumen dalam transaksi jual beli yaitu 
penerimaan prestasi berupa barang dan juga mengatur ganti rugi terhadap 
wanprestasi. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1457 KUH Perdata jis pasal 4 UU 
No. 18 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pendapat Ahmad Miru 
dan Sutarman Yodo. 
Tidak terdapat perlindungan dalam aspek  kewajiban pelaku usaha secara 
menyeluruh karena dalam aturan penggunaan di Bukalapak.com hanya mengatur 
beberapa kewajiban pelaku usaha . Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1457 KUH 
Perdata jis pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan 
pendapat Ahmad Miru dan Sutarman Yodo. 
Tidak terdapat perlindungan dalam aspek overmacht karena dalam aturan 
penggunaan di Bukalapak.com bab jual barang angka 19 tidak menggambarkan 
secara jelas beban pembuktian apabila terjadi overmacht  . Hal ini tidak sesuai 
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